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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 
 

 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
 

NOMOR 17 TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN AIR TANAH 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan sumber daya alam yang harus dikelola secara 
terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk 
mewujudkan keseimbangan ketersediaan dan pemanfaatannya serta  
berdampak terhadap kehidupan dan kelestarian lingkungan; 

b. bahwa pengelolaan air tanah di wilayah Kota Pasuruan merupakan sebagian 
urusan Pemerintah Kota Pasuruan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah. 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 125, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
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sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12  Tahun  2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4959); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3241); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3174); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang 
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3955); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4161); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4624); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4858); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4859); 

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 
Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan 
Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah; 

21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang 
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/ Kabupaten/Kota; 

22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup; 

23. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 
Nomor 716K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di 
Pulau Jawa Dan Pulau Madura; 
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24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah  Tahun 2002 – 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2002 , Nomor 9, Seri E); 

25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E); 

26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, 
Nomor 05); 

27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, 
Nomor 09); 

28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2008, Nomor 10). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN 

dan 

WALIKOTA PASURUAN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Pasuruan. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan. 
3. Provinsi adalah provinsi Jawa Timur. 
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang 
tugas pokok dan fungsinya menangani sumber daya air tanah. 

6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala 
SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kota Pasuruan yang tugas pokok dan fungsinya menangani sumber 
daya air tanah. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial  
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat 
pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah; 

9. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di 
dalamnya. 
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10. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air 
yang dapat memberikan manfaaat maupun kerugian bagi kehidupan dan 
penghidupan manusia serta lingkungannya. 

11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah 
permukaan tanah. 

12. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air yang dapat 
menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis. 

13. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas 
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses 
pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung. 

14. Wilayah Cekungan Air Tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air tanah 
dalam satu atau lebih cekungan air tanah. 

15. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 
memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, 
pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah. 

16. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi 
air tanah. 

17. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang 
dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, 
pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air 
tanah. 

18. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan 
terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan 
pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan 
pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.  

19. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk 
memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai 
keperluan. 

20. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh 
dan memakai air tanah. 

21. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh 
dan mengusahakan air tanah. 

22. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air   
dari pemanfaatan air tanah. 

23. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air 
dari pemanfaatan air tanah. 

24. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah detail untuk menetapkan 
lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut, 
melalui pengeboran eksplorasi air tanah dan survey geofisika. 

25. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, 
kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau 
kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang 
memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang 
maupun pada generasi yang akan datang. 

26. Pelestarian Air Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan 
lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan. 

27. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah 
terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah. 

28. Pemeliharaan Air Tanah adalah memelihara keberadaan air tanah sesuai 
fungsinya. 

29. Pengawaten Air Tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air 
tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. 

30. Pengendalian Kerusakan Air Tanah adalah upaya mencegah dan 
menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar 
fungsinya kembali seperti semula. 

31. Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran air tanah serta memulihkan air tanah untuk 
menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air. 

32. Pemulihan Air Tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi 
kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik  atau kembali seperti semula. 
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33. Rehabilitasi Air Tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan 
lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau 
kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula. 

34. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan 
potensi air tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian dan 
eksplorasi air tanah. 

35. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan 
penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, 
berhasil guna dan berdaya guna. 

36. Penatagunaan Air Tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan 
dan penggunaan air tanah. 

37. Penyediaan Air Tanah adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan air dan 
daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas 
yang sesuai. 

38. Penggunaan Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah. 
39. Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air 

tanah sesuai dengan daya dukungnya; 
40. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfatan air tanah 

untuk tujuan komersial. 
41. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, 

bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam 
pelaksanaan pengelolaan air tanah. 

42. Pengendalian Pengambilan Air Tanah adalah usaha yang mencakup kegiatan 
pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk  
menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan 
kuantitas dan kualitas. 

43. Pengawasan Air Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin 
tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah. 

44. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk 
melakukan kegiatan di bidang air tanah. 

45. Pemantauan Air Tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara terus 
menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah, yang 
diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah. 

46. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka 
dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu. 

47. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata 
berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan  
air tanah. 

48. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis 
maupun manual. 

49. Daerah Imbuhan Air Tanah (recharge area) adalah suatu wilayah dimana 
proses keluaran air tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air 
tanah. 

50. Pengeboran adalah kegiatan pembuatan sumur bor oleh suatu perusahaan 
pengeboran yang telah memiliki izin. 

51. Penurapan adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan 
mata air, di lokasi pemunculan mata air. 

52. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, 
komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia 
atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke 
tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. 

53. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk 
melakukan kegiatan di bidang air tanah. 

54. Daerah Lepasan Air Tanah adalah suatu wilayah dimana proses pelepasan air 
tanah berlangsung, yang ditandai oleh kedudukan muka preatik lebih rendah 
dari pada muka pisometrik. 

55. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau disebut juga AMDAL adalah 
kajian dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang 
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses  
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. 


